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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji
agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan
ketentuan Syariat Islam perlu dilakukan pembinaan dan
pelayanan kesehatan jemaah haji sejak dini;

bahwa pembinaan kesehatan jemaah haji sejak dini
ditujukan untuk mewujudkan istithaah kesehatan
jemaah haji;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Kesehatan tentang Istithaah

Kesehatan Jemaah Haji;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2374);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3273);



2016, No. 550

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4845);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Menteri Kesehatan No 356 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
877) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 2348 Menkes/Per/ XI/ 2011;
Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 898)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
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12.

13.
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama
Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan
ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan.
Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara
jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk
menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban
terhadap keluarga.

Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan
Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan
mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat
dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat
menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian
kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang
diselenggarakan secara komprehensif.

Pembinaan Istithaah Kesehatan Haji adalah serangkaian
kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur,
diawali dengan Pemeriksaan Kesehatan pada saat
mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa

keberangkatan ke Arab Saudi.
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6. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota
adalah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan
haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi yang
selanjutnya disebut PPIH Embarkasi adalah Panitia yang
dibentuk oleh Menteri Agama untuk melakukan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji
pada saat pelaksanaan operasional ibadah haji di
Embarkasi.

8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Bidang
Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Bidang
Kesehatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri
Kesehatan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan Jemaah haji pada saat pelaksanaan
operasional Ibadah Haji di Embarkasi.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Pengaturan Istithaah Kesehatan Haji bertujuan untuk
terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan
Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya

sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pasal 3
Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan
Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam

rangka Istithaah Kesehatan Haji.

Pasal 4
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji,
dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim
penyelenggara kesehatan haji di wilayahnya.
(2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan
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Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di

Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.

BAB II
PEMERIKSAAN KESEHATAN

DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 5

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan

Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah

Kesehatan Jemaah Haji.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6
Pemeriksaan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam
Pasal 4 meliputi:
a. tahap pertama;
b. tahap kedua; dan
c. tahap ketiga.
Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim
Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di
puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji
melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor
porsi.
Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim
Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di
puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah
telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji
pada tahun berjalan.
Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPIH
Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat

Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.



